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ABSTRAK 

 

IMAS DWI UTAMI. NPM : 1505170085. ANALISIS PENERAPAN 

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 

ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I 

MEDAN. SKRIPSI 2019  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan dan 

pelporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas 

Regional I Medan, apakah dalam hal ini Perum Perumnas Regional I Medan 

sudah menjalankan penerapan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan data kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis 

data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis Pajak Penghasilan Final atas Jasa 

Konstruksi yang kemudian menyimpulkan fakta-fakta yang didapat dari analisis 

tersebut. Hasil penelitian dari Perum Perumnas Regional I Medan bahwa terdapat 

adanya kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final 

sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perushaan lebih besar yang 

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Karyawan pada bagian 

accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan pajak penghasilan final supaya 

tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final 

atas jasa konstruksi di kemudian hari. 

Kata Kunci : Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Final 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan infra struktur yang semakin meningkat pesat memaksa 

pemerintah untuk bekerja keras dalam hal mendorong peningkatan penerimaan 

Negara. Salah satu penerimaan Negara yang menjadi penopang pembangunan 

adalah Pajak (Abdullah & Nainggolan, 2018). 

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah 

melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak karena pajak merupakan 

iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan 

pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. 

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan 

dibaiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan 

negara dari pajak sangatlah penting, Dana yang dihimpun berasal dari rakyat 

(privat saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan 

demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah 

memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan 

pembangunan di berbagai sektor (Hanum & Januri, 2018) 
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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi karena 

tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan 

dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena 

perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis 

usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh 

atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi 

merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya 

yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna 

menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini 

diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 

4 Ayat 2 (Kondoy, Nangoi, & Elim, 2016). 

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak 

secara langsung memberikan kontraprestasi kepada warga. Hal ini sama 

dengan yang dikatakan Soemitra dalam buku (Halim, Bawono, & Dara, 2014) 

menyatakan bahwa. ‘’Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan 

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum’’.  

Menurut (Gunandi, 2002) bahwa ‘’Pemotongan pajak pada sumbernya 

merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara.’’ 

Dengan pemotong yang relative dan secara administrative tertib dapat 

diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang 

pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruh masyarakat. 

Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
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menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang 

harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan 

suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. 

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan penerimaan negara 

terbesar dimana 70% hasil penerimaan negara diisi oleh pajak yang 

dibayarkan oleh masyarakat maupun WP yang bersangkutan, Penerimaan PPh 

ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk 

kepentingan negara dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia 

internasional. Untuk itu pemerintah mulai melakukan terobosan yaitu dengan 

menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Sesuai 

dengan hal ini menurut (Undang Undang No. 36, 2008) tentang pajak 

penghasilan menyatakan telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang 

dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan 

para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan 

dalam proses perpajakan.  

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self 

Assesment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan 

tanggungjawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan 

adalah pajak penghasilan (Saragih, 2015) 

Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan 

memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu pemerintah juga 

menerapkan sistem yang disebut Witholding Tax System  
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Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan 

pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Perusahaan 

sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak 

penghasilannya sehingga menimbulkan pajak yan dibayarkan perusahaan 

menjadi kecil tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. 

Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum 

misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal 

itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai 

sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan 

diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan pajak penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan 

No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahaan, 

serta pengawasan. Menurut (Peraturan Pemerintah No. 51, 2008) tentang 

pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai 

PPh Final Pasal 4 ayat (2). Besarnya PPh yang dipotong adalah 3% dari 

jumlah bruto. Sedangkan pelaporan PPh atas penghasilan atau terutangnya 

dari jasa konstruksi, PPh terutang harus disetor oleh penyedia jasa, maka 

penyedia jasa wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor 

pos selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan 

pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).  Untuk 

pelaporan penyetoran dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat- lambatnya 
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tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan 

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi adalah 

Perum Perumnas Regional I. PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan 

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi 

pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat 

menengah kebawah. 

PERUMNAS melakukan kontrak kerja melalui perushaan-perusahaan 

lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh perushaan Perumnas. Hal ini 

memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara 

terutama sektor pajak. Perum Perumnas Regional I merupakan wajib pajak 

badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor 

dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak 

yang dipungut oleh Perum Perumnas Regional I diantaranya adalah pajak atas 

jasa konstruksi (Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh-Final). Berikut ini 

adalah data daftar bukti pemotongan dan pemungungutan PPh final pasal 4 

ayat 2 tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perumnas regional 1 Medan. 
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Tabel 1.1 

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Tahun 2018 

Masa 

Pajak 

Nilai Objek 

Pajak 

Tarif 

(%) 

Termin 1 

(60%xNilai 

objek) 

Termin 2 

(40%xNilai 

objek) 

PPh Yang 

Dipotong 

penyet

oran 

Pelap

oran 

Jan-18 - - 
   

- 
20/02/2

018 

Feb-18 7,318,301,167 2,96% 4,390,980,700 2,927,320,466 216,621,714 
14/03/2

018 

15/03/2

018 

Mar-18 3,399,253,700 3% 2,039,552,220 1,359,701,480 101,977,611 
16/04/2

018 

17/04/2

018 

Apr-18 5,888,519,867 2,96% 3,533,111,920 2,355,407,946 174,300,188 
14/05/2

018 

18/04/2

018 

Mei-2018 2,670,253,700 3% 1,602,152,220 1,068,101,480 80,107,611 
26/06/2

018 

26/06/2

018 

Jun-18 1,993,348,400 3% 1,196,009,040 797,339,360 59,800,452 
17/07/2

018 

23/07/2

018 

Jul-18 6,720,047,900 2,98% 4,032,028,740 2,688,019,160 200,257,427 
20/08/2

018 

20/08/2

018 

Aug-18 1,318,083,500 3% 790,850,100 527,233,400 39,542,505 
43,413.

00 

13/09/2

018 

Sep-18 4,368,764,333 2.95% 2,621,258,599 1,747,505,733 128,878,547 
17/10/2

018 

19/10/2

018 

Okt-2018 - - - - - - 
20/11/2

018 

Nov-18 8,107,838,400 3% 4,864,703,040 3,243,135,360 243,235,152 
20/12/2

018 

20/12/2

018 

Des-2018 
13,012,434,65

1 
3% 7,807,460,790 5,204,973,860 390,373,039 

16/01/2

019 

19/01/2

019 

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan dalam kurun waktu 1 (tahun) adanya 

beberapa kekeliruan dalam melakukan penghitungan dan pemotongan PPh 

Final pasal 4 ayat (2) seperti di bulan februari, april, juli dan november yang 

melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan (Peraturan 

Pemerintah No.51, 2008) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang 

dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2) seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai 

objek pajak. Namun di bulan tersebut diketahui bahwa terdapat jumlah PPh 

Final Pasal 4 ayat (2)  tidak sebesar 3% dari nilai objek pajak. Yang artinya 

ada pembayaran pada bulan-bulan tersebut yang dipotong PPh Final Pasal 4 

ayat (2) kurang dari 3%. 



7 
 

 
 

Dari data tersebut menujukkan bahwa Perumnas masih melakukan 

kekeliruan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam PPh 

Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Bukan tidak mungkin kewajiban 

lainnya berupa perhitungan dan pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat dalam 

kekeliruan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk 

menulis skripsi dengan judul ‘’Analisis Penerapan Perhitungan dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi di Perumnas 

Regional I Medan ‘’. 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

yang terjadi pada Perum Perumnas Regional I Medan adalah:  

1. Adanya  kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) 

pada Perumnas Regional I Medan. 

2. Adanya keterlambatan pada pembayaran serta pelaporan terhadap 

pajak yang dipotong oleh Perumnas Regional I Medan.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagi berikut: 

1. Apakah pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan 

Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Perum Perumnas 
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Regional I Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku ? 

2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang 

diterapkan oleh Perum Perumnas Regional I Medan ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasrkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat 

dijelaskan tujuan dari penelitian ini membuktikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan dan 

pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang 

dilakukan pada Perum Perumnas Regional I Medan telah sesuai 

dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

2. Untuk mengetahui bagaimana  penyetoran dan pelaporan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh Perum Perumnas Regional I 

Medan 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahn dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun 

secara kelapangan.  

2. Bagi perusahaan  

Diharapkan dapat menjadi masukan dan evalusi berkenaan dengan 

penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakan selanjutnya, khususnya 
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dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) 

Final. 

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang PPh final pasal 4 ayat (2). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teori  

1. Pajak  

a. Pengertian Pajak  

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata cara Perpajakan yang dikutip dalam buku (Hanum & 

Rukmini, 2016) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Defini pajak menurut Soemitra dikutip dari buku (Halim et al., 

2014), menyatakan bahwa ‘’Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum’’. 

Pengertian pajak menurut Adriani dikutip dari buku (Halim et al., 

2014), menyatakan bahwa ‘’Pajak adalah iuran kepada negara (dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut



11 
 

 
 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah’’. 

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dikutip dari buku (Azis, 

Hermansyah Sembiring, & Dkk, 2016) menyatakan bahwa ‘’Pajak 

sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu’’.  

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan iuran  yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kemakmuran rakyat dan kesejahteraan  umum . 

b. Unsur pajak  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur : 

1) Iuran wajib rakyat kepada negara  

2) Dapat dipaksakan  

3) Berdasrkan undang-undang  

4) Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung  

5) Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran 

pemerintah), untuk kemakmuran rakyat 
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6) Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

c. Fungsi pajak  

Seperti yang sudah disebutkan diatas, pajak merupakan salah satu 

sumber pemasukan negara yang paling besar dan vital. Pendapatan 

negara dari pajak yang akan dipakai untuk mebiayai seluruh pengeluaran 

pemerintah, termasuk untuk mebiayai pembangunan. Berikut ini ada 

beberapa fungsi-fungsi pajak bagi negara sebagai berikut:  

1) Fungsi Budgeter (Anggaran)  

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang 

dikumpulkan dari wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut 

nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran 

pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. 

Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber 

pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan 

antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara. 

2) Fungsi Regularend (Mengatur)  

Pajak dapat digunkan sebagi instrumen untuk mengatur dan 

malaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan 

sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri 

untuk melindungi produksi dalam negeri. Beberapa fungsi 

regulasi tersebut yaitu: 

a) Pajak dapat dipakai sebagi instrumen penghambat laju 

inflasi  
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b) Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan 

aktivitas ekspor, misalnya pejak ekspor barang. 

c) Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan 

menaikan bea masuk bagi produk luar . 

d) Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna 

meningkatkan produktifitas perekonomian. 

3) Fungsi Redistribusi (pemerataan)  

Pajak dapat berfungsi sebagai instrument untuk 

menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan 

kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, 

pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara 

merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara 

nasional. 

Pembangunan yang merata akan membantu perputaran 

ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara merata di berbagai daerah. 

4) Fungsi Stabilitas  

Paja juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian 

di suatu negara. Seerti yang disebutkan sebelumnya, pajak 

dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan 

mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan 

cara memungut dan menggunakan ajak secara efektifitas dan 

efisien. 
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Lalu apa manfaat membayar pajak? Adapun manfaat yang 

didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak tersebut 

adalah:  

a) Pendapatan dari subsidi pangan  

b) Pengadaan subsidi transportasi umum  

c) Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, 

trotoar, sekolah, dan lainnya) 

d) Pengadaan subsidi kesehatan 

e) Pengadaan subsidi pendidikan  

f) Dan lain-lain 

 

d. Pengelompokan Pajak  

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam 

jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. 

Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut (Mardiasmo, 

2016) Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain: 

a) Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain:  

Contoh: Pajak Penghasilan  

b) Pajak Tidak Langsung  

Pajak tidak langsung adalh pajak yang pada akhirnya dapat 

dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain 
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

1) Pengelompokan Pajak berdasarkan sifat, antara lain: 

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau 

berdasrkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan 

keadaan diri wajib pajak. 

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 

2) Pengelompokan pajak berdasrkan lembaga pemungutan, antara 

lain:  

a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga negara. 

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga 

daerah. 

 

e. Sistem Pemungutan Pajak  

1) Official Assesment System  

Sistem pemungutan pajak yan memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan 

para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 
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pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2) Self Assesment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib 

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung 

dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. 

Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk :  

a) Mengitung sendiri pajak yang terutang  

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang  

c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang  

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan  

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungut pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri 

(peranan dominan ada pada Wajib Pajak). 

3) With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak 
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yang terutang oleh Wajib Pajak sesaui dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dam 

peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor 

dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak. 

 

2. Pajak Penghasilan  

a. Pengertian Pajak Penghasilan  

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat 

dipungut pemerntah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung 

maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak (WP) yang 

bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boeleh dilimpahkan 

kepada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut 

secara priodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau 

diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak (Hani & Daoed, 2013). 

b. Subjek Pajak Penghasilan  

Berdasarkan Pasal 2 (UUD No.36, 2008) subjek pajak meliputi :  

1) Orang Pribadi  

Orang pribadi seabagai subjek pajak dapat bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 

subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, 
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yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagi 

subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 

dilaksanakan. 

3) Badan  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma 

kongsi, koperasi, da pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk baadan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) . 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua 

belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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c. Objek Pajak Penghasilan  

Menurut Pasal 4 ayat (1) (UUD No.36, 2008) yaitu ‘’ Yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, anataralain : 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, 

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan  

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, 

pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah 

dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. 

3) Laba usaha 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta  

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang  
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7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun , termasuk 

dividendari perushaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya 

alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara 

berulang-ulang dalam waktu tertentu 

11) Keuntungan karena pemebebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

 

d. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pasal 4 ayat (2) ini 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang PPh adalah 

untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan 

dalam peneganaan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan 

ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat 

final dengan pertimbangan kemudahan dalam pengenaan dan agar tidak 

menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat 

Jenderal Pajak. Penghasilan-penghasilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga 

obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang 
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dibatarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi. 

2) Pengahasilan berupa hadiah undian. 

3) Penghasilan dari tarnsaksi daham dan sekuritas lainnya, 

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi 

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada 

perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 

ventura  

4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah 

dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan 

persewaan tanah dan/atau banunan. 

Secara umum PPh final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak 

penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang 

bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak 

penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa 

pemotongan pajaknya hanya sekali dalam senuah masa pajak 

dengan perimbangan kemudaha, kesededrhaan, kepastian, 

pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. 

 

e. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 

Atas Jasa Konstruksi  

Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotong PPh pasal 4 ayat (2) 

atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah : 

1) Pasal 4 ayat (2)  Undang- Undang Pajak Penghasilan  
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2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2009 

3) Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/ 2008 

sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 153/PMK.03/2009. 

 

f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa 

Konstruksi 

1) 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi  

2) 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi  

3) 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b 

4) 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi 

usaha, dan  

5) 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki 

kualifikasi usaha. 
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g. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final atas Jasa 

Konstruksi  

1) Jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara 

pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN)  

2) Jika penyedia Jasa menyetor sendiri dalam hal ini perushaan 

jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah 

penerimaan pembayarannya (tidak termasuk PPN)  

 

h. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final atas Jasa 

Konstruksi 

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final atas 

jasa konstruksi meliputi:  

1) Pemotongan dan Penyetoran 

Berdasarkan(“PMK No.187/PMK.03/2009) tentang Tata Cara 

Pemotongan dan Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)/ PPh final 

atas jasa konstruksi meliputi: Pajak Penghasilan dipotong oleh 

pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal Penggunaan 

Jasa merupakan pemotong pajak. 

a) Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam 

hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. 

Untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas 

jasa konstruksi memiliki batas waktu yang paling lama 

harus dilakukan tanggal 10 dibulan berikut setelah bulan 

terutangnya PPh pasal 4 ayat (2) dan tanggal 15 bulan 



24 
 

 
 

berikutnya. penyetoran dilakukan dengan menggunakan 

surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat 

penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) 

jasa konstruksi yang telah dipotong dibulan yang 

bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan 

menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan 

SSP. 

2) Pelaporan 

Berdasarkan (PMK No.153/PMK.03/2009), batas pelaporan 

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu 

paling lama tanggal 20 dibulan berikut setelah dilakukan 

pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa 

konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos 

tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertetapan dengan hari 

libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja 

selanjutnya.  

Sesuai dengan (PMK 243/PMK.03/ 2014) pelaporan pajak 

penghasilan final pasal 4 ayat (2) untuk pengguna jasa maupun 

pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk 

pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan dilampiri dengan 

bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud 

dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk 

melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa 
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tertentu (bulanan). Untuk menhindari terkena sanksi 

administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong 

pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa 

PPh pasal 4 ayat (2). Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 

ayat (2) juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak 

pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda 

tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan 

berakibat SPT tersebut dianggap tak disampaikan. 

 

i. Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak  

Menurut Pasal 9 ayat (2) (Undang Undang KUP, 2013) Tentang 

Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak mengatur 

bahwa pembayaran atau penyetoran pajak untuk masa pajak yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran 

pajak, yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per 

bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 

 

h. Jasa Konstruksi  

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan 

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 

layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi 

memiliki cakpan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak 

yang mengadakan hubungan kerja kerja berdasarkan hukum, yakni 
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pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang 

pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana 

membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa 

merupakan orang pribadi maupun badan masuk dalam bentuk usaha 

tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan 

jasa konstruksi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi 

dan pengawasan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018) 

 

B. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) / PPh Final dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

  

No Nama penelitian Judul Hasil 

1 Hillary S.P Ratulea, 

Jullie J. Shondakh, 

Anneke Wangkar 

(2018) 

Analisi Penerapan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat 2 Atas 

Jasa Konstruksi 

Pada PT. Realita 

Timur Perkasa 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

tarif pajak yang 

dikenakan untuk 

penghasilan dari usaha 

jasa konstruksi 

berbeda dengan 

adanya kepemilikan 

SBU dan masa 

berlakunya 

2 Angreani A. Djohar, 

Herman Karamoy, 

Jessy D. L. Warongan 

(2017)  

Analisis 

Pemotongan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 

Terhadap Lelang 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Kekayaan Negara 

Dan Lelang 

Manado 

Hasil penelitian ini 

menyatakan  bahwa 

sebelum bendahara 

penerimaan kantor 

pelayanan kekayaan 

negara dan lelang 

manado memotong  

atas transaksi lelang 

yang terjadi terlebih 

dahulu pejabat lelang 
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melakukan 

perhitungan atas pajak 

yang akan dikenakan 

berdasarkan peraturan 

pemerintah Republik 

Indonesia nomor 34 

tahun 2016 

3 Muhea 

(2016) 

Analisis 

Penyetoran, 

Pelaporam dan 

Pencatatan PPh 

Final Pasal 4 ayat 

(2) atas Bunga 

Deposito dan 

Tabungan Nasabah 

Pada Bpr Prisma 

Dana Cab. 

Amurang  

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

BPR Prisma Dana 

cabang Amurang 

sudah melakukan 

pemotongan, 

penyetoran, dan 

melaporkan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) atas 

bunga deposito dan 

tabungan  

3 Anisah  

(2015)  

Analisis 

Perhitungan Pajak 

Penghasilan Final 

Atas Jasa 

Konstruksi Pada 

PT.PLN (Persero) 

Unit Induk 

Pembangunan I 

Medan  

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

PT. PLN (Persero) 

UIP I Medan  adalah 

jasa konstruksi yang 

memungut dan 

menyetorkan langsung 

PPh final ke kas 

negara karena adanya 

perubahan undang-

undang perpajakan 

dan Peraturan 

pemerintah  

4 Mokoagow  

(2015)  

Analisis 

Perhitungan PPh 

Final Pasal 4 ayat 

(2) atas Bunga 

Deposito dan 

Tabungan Nasabah 

Pada PT. Bank 

Sulut Cabang 

Kotamobugu  

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

perhitungan bunga 

serta pemotongan 

pajak penghasilan 

fianl atas bunga 

deposito dan tabungan 

nasabah pada PT. 

Bang Sulut Cabang 

Kotamobugu telah 

sesuai dengan 

perundang-undangan 

yang berlaku.   
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C. Kerangka Berfikir  

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan wajib pajak badan yang 

mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan 

melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan. Pajak 

yang dipungut oleh PERUMNAS diantaranya pajak atas Jasa Konstruksi (PPh 

final Pasal 4 ayat 2). 

Perusahaan didirikan berdasrkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 

1974, di ubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1988 dan disempurnakan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2004 tanggal 10 mei tahun 

2004. Sejak didirikan tahun 1974 Perumnas yang bergerak dibidang jasa 

konstruksi lalu berperan sebagai poineer dalam penyediaan perumahan dan 

pemukiman bagi masyarkat penghasilan menengah kebawah. 

Perum Perumnas Regional I Medan wajib menerapkan peraturan pajak 

berdasrkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan 

pemerintah No.51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan dari Jasa konstruksi . 

Dari uraian di atas, persoalan utamanya dalah menganalisa pemotongan 

pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) pada perusahaan jasa konstruksi 

apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak 

penghasilan No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan 

Pemerintah No. 51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan PPh final 

pasal 4 ayat (2) dari jasa konstruksi. 
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Dari kerangka penelitian tersebut maka dapat diubah Paradigma 

penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya 

sebagai panduan untuk penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian tergambar 

sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar II. 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

Perum Perumnas 

Regional I Medan 

Penerapan Perhitungan dan 

Pemotongan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2)  

Pembayaran dan 

Pelaporan PPh Final Pasal 

4 ayat (2) 

Undang-Undang Perpajakan No 

36 Tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah No 51 Tahun 2008  

Analisis Pajak Penghasilan 

Final  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskiptif, 

yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data dan analisis data secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti, yang 

bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untk mengetahui 

Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi pada 

Perumnas Regional I Medan. 

 

B. Defenisi Operasional 

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 / PPh 

final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui 

pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini 

variable perhitungan dan pemotongan PPh Final diukur dari pendapatan jasa 

konstruksi yang dipotong dengan tarif  3% dari jumlah bruto.  
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Variabel penelitian ini diukur dari dokumen-dokumen berupa Bukti 

Potong PPh Final, SPT Masa PPh Final, dan kisi-kisi wawancara. 

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah untuk 

menganalisa perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan 

oleh Perusahaan dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai 

dengan ketetapan undang-undang perpajakan. 

2) Penyampaian SPT PPh Pasal 4 ayat (2) adalah untuk 

menganalisa pemenuhan kewajiban pajak penyampain SPT 

Masa PPh Pasal 4 ayat (2) oleh perusahaan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perum Perumnas Regional I 

Medan dan yang menjadi objek penelitiannya adalah penghasilan 

tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Perum 

Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 313 

Medan-Sumatera Utara. Berdasarkan pada tujuannya peneliti ini ingin 

memperoleh gambaran oleh Perum Perumnas Regional I Medan 

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 

di Indonesia.  
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2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai 

dilaksanakan pada bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018. Adapun 

perincian sebagai berikut:  

Tabel III.1 

Rincian Waktu Penelitian 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data  

1. Sumber Data   

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan riset atau penelitian. 

No Jadwal 

Penelitian 

Bulan/Minggu 

Mei’19 Jun’19 Jul’19 Agus’19 Sep’19 Okt’19 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                        

2 Prariset                         

3 

 

Bimbingan 

Proposal 

                        

4 Seminar 

Proposal 

                        

5 Penulisan 

Skripsi 

                        

6 Bimbingan 

Skripsi 

                        

7 Sidang 

Skripsi 
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b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. Data skunder diambil dari data yang 

diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan Final, Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa PPh 

Final. 

2. Jenis Data  

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan 

teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif 

berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek 

yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh 

panca indera sehingga peneliti harus bener-bener teliti untuk 

mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) ‘’teknik pengumpulan data 

penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang releven bagi 

penelitian’’. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

penelitian ini antara lain: 

a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 

masalah penelitian yang akan dbahas seperti daftar bukti potong dan 

SPT. 



34 
 

 
 

b. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung 

dengan pihak Perum Perumnas Regional I Medan mengenai PPh Pasal 

4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi. 

Tabel III.2 

Kisi-kisi Wawancara Penerapan Perhitungan dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Pada Perum 

Perumnas Regional I Medan. 

No  Komponen  Elemen  Nomor 

Butir 

Total  

 1. Penerapan  Pajak 

Penghasilan 

Final atas Jasa 

Konstruksi 

Tarif  1,2,3 3 

Kesalahan 

Pemotongan 

4,5,8,9 4 

Sanksi 

administrasi 

6,7,10 3 

Total 10 

  

F. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis 

deskriftif. Defskriftif yaitu menjelaskan secara detail mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis data tersebut. Selain itu 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data informasi tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 

ayat (2) atas jasa konstruksi. 

2. Mempelajari dan mengkaji informasi tentang Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.  

3. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. 
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4. Menganalisa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Objek  

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perushaan Umum 

(Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas 

didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak 

bagi masyarakat menengah kebawah. 

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 

1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan 

disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 

Mei 2004. Sejak didirikan Tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan 

sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagai 

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. 

Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil 

memberikan kontribusi signnitifikan dalam pembentukan kawasan 

permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha nasional, 

Perumnas mempunyai 7 Wilayah usaha Regional I sampai dengan VII dan 

Regional Rusunawa. 
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Perum Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 

313 Medan Sumatera Utara  

 

2. Deskripsi Data  

Hasil penelitian dari peneliti yang didapatkan dari Perum Perumnas 

Regional I Medan tentang Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Final atas 

Jasa Konstruksi  bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam melakukan 

pemotongan / pemungutan pajaknya. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

a. Daftar bukti pemotongan / pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Tabel IV.1 

Daftar Bukti Pemotongan / Pemungutan 

 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 

Masa Pajak Nilai Objek Pajak Tarif (%) PPh potong 

Jan-2018 - - - 

Feb-2018 7.318.301.167 2,96% 216.621.714 

Mar-2018 3.399.253.700 3% 101.977.611 

Apr-2018 5.888.519.867 2,96% 174.300.188 

Mei-2018 2.670.253.700 3% 80.107.611 

Jun-2018 1.993.348.400 3% 59.800.452 

Jul-2018 6.720.047.900 2,98% 200.257.427 

Aug-2018 1.318.083.500 3% 39.542.505 

Sep-2018 4.368.764.333 2,95% 128.878.547 

Okt-2018 - - - 

Nov-2018 8.107.838.400 3% 243.235.152 

Des-2018 13.012.434.651 3% 390.373.039 

          Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2) 

yang seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai objek pajak. Namun 

berdasarkan tabel diatas menunjukan dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 

kesalahan tarif pada bulan februari, april, juli dan september yang dimana 
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seharusnya tarif tersebut 3% dari nilai objek pajak. Kesalahan tersebut terjadi 

kurang bayar pada bulan bulan yang tarifnya kurang dari 3%. 

b. Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan Tarif 2%  

Dari hasil daftar pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% 

dapat ditentukan tarif 2% dari nilai objek pajak. Maka dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel IV.2 

Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)  

Dengan Tarif 2% Tahun 2018 

Bulan Nama 

Perushaan 

Bukti 

Pemotongan 

Nilai Objek 

Pajak 

Tarif PPh yang 

diptong 

Nomor Tanggal 

 

 

Feb 

PT. 

TRIDERRI

CK 

BUANA 

INDONESI

A 

 

 

00005/I

I/18/4-

2/K 

 

 

05/02/18 

 

 

408.221.100 

 

 

2% 

 

8.164.422 

 

 

Apr 

PT. MITRA 

KARYA 

KONSTRU

KSI 

 

00005/I

V/18/4-

2/K 

 

12/04/18 

 

170.914.000 

 

2% 

 

3.418.280 

PT. 

PUTERA 

KARIMUN 

SEJATI 

MANDIRI 

 

0009/I

V/18/4-

2/K 

 

12/04/18 

 

129.271.467 

 

2% 

 

2.585.429 

 

Jul 

PT. MITRA 

BATAM 

BANGUN 

PERSADA 

 

0001/V

II/18/4-

2/K 

 

23/07/18 

 

775.750.800 

 

2% 

 

15.515.016 

 

 

Sept 

PT. ARIS 

JAYA 

MANDIRI 

0002/I

X/18/4-

2/K 

 

07/09/18 

 

291.342.300 

 

2% 

 

5.826.846 

PT 

BELANTA

RA 

KARYATA

MA 

 

0003/I

X/18/4-

2/K 

 

07/09/18 

 

183.503.700 

 

2% 

 

3.670.074 

 

Jumlah 
 

1.959.003.367 

 

2% 
 

39.180.067 

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan 
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Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa daftar pemotongan dengan 

tairf 2% dari nilai objek pajak, pada bulan Februari, April, Juli, dan September 

dikenakan Tarif 2%.  

 

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang 

Berikut adalah data PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang :  

 

Tabel IV.3 

Daftar Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)  

 Terutang Tahun 2018 

  Bukti 

Pemotongan 

   

Bulan Nama 

Perushaan 

Nomor Tanggal Nilai Objek 

Pajak 

Tarif PPh yang 

terutang 

 

Feb 

PT. 

TRIDERRIC

K BUANA 

INDONESIA 

 

00005/I

I/18/4-

2/K 

 

05/02/18 

 

408.221.100 

 

3% 

 

12.246.633 

 

 

 

Apr 

PT. MITRA 

KARYA 

KONSTRUK

SI 

00005/I

V/18/4-

2/K 

 

12/04/18 

 

170.914.000 

 

3% 

 

5.127.420 

PT. PUTERA 

KARIMUN 

SEJATI 

MANDIRI 

0009/I

V/18/4-

2/K 

 

12/04/18 

 

129.271.467 

 

3% 

 

3.878.144 

 

Jul 

PT. MITRA 

BATAM 

BANGUN 

PERSADA 

0001/V

II/18/4-

2/K 

 

23/07/18 

 

775.750.800 

 

3% 

 

22.672.524 

 

 

Sept 

PT. ARIS 

JAYA 

MANDIRI 

0002/I

X/18/4-

2/K 

 

07/09/18 

 

291.342.300 

 

3% 

 

8.740.269 

PT 

BELANTAR

A 

KARYATA

MA 

0003/I

X/18/4-

2/K 

 

07/09/18 

 

183.503.700 

 

3% 

 

5.505.111 

Jumlah 1.959.003.367 3% 58.770.101 

 Sumber : Data diolah 
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d. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Berikut adalah data Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 

(2) yang terutang :  

Tabel IV. 4 

Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)  

Terutang Tahun 2018 

   PPh Terutang  

Bulan Nama 

Perusahaan 

Nilai Objek 

Pajak 

Perum Undang-

Undang 

Selisih 

Feb PT. 

TRIDERRIC

K BUANA 

INDONESIA 

408.221.100 8.164.422 12.246.633 4.082.211 

Apr PT. MITRA 

KARYA 

KONSTRUK

SI 

170.914.000 3.418.280 5.127.420 1.709.140 

PT. PUTERA 

KARIMUN 

SEJATI 

MANDIRI 

129.271.467 2.585.429 3.878.144 1.292.715 

Jul PT. MITRA 

BATAM 

BANGUN 

PERSADA 

775.750.800 15.515.016 22.672.524 7.157.508 

Sept PT. ARIS 

JAYA 

MANDIRI 

291.342.300 5.826.846 8.740.269 2.913.450 

PT 

BELANTAR

A 

KARYATA

MA 

183.503.700 3.670.074 5.505.111 1.835.037 

Jumlah 1.959.003.367 39.180.067 58.770.101 19.590.034 

 Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan 

 

 

Berdasarkan data diatas bahwa perbandingan perhitungan terjadi adanya 

selisih dari pemotongan menurut Perum Perumnas Regional I Medan dan 
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menurut Undang-Undang dan selisih menunjukan angka cukup nilainya dari 

perhitungan diatas. 

e. Daftar Data Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat 

(2). berikut adalah daftar data pembayaran dan pelaporan SPT PPh 

Final Pasal 4 ayat (2) : 

Tabel IV.5 

Daftar Pembayaran dan Pelaporan SPT  

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 

Masa 

Pajak 

Pembetulan BPS Tanggal 

Bayar 

Tanggal 

Lapor 

Jan-2018 Normal S-05015636/PPH4(2)  20/02/2018 

Feb-2018 Normal S-05006841/PPH4(2) 

 

14/03/2018 15/03.2018 

Mar-2018 Normal S-05010240.PPH4(2) 16/04/2018 17/04/2018 

Apr- 2018 Normal S-05012065/PPH4(2) 14/05/2018 18/05/2018 

Mei-2018 Normal S-05012843/PPH4(2) 26/07/2018 26/06/2018 

Jun-2018 Normal S-05013394/PPH4(2) 17/07/2018 23/07/2018 

Jul-2108 Normal S-05013927.PPH4(2) 20/08/2018 20/08/2018 

Aug-2018 Normal S-05014179/PPH4(2) 11/09/2018 13/09/2018 

Sept-2018 Normal S-05015116/PPH4(2) 17/10/2018 19/10/2018 

Okt-2018 Normal S-05020323/PPH4(2)  20/11/2018 

Nov-2018 Normal S-05016205/PPH4(2) 20/12/2018 20/12/2018 

Des-2018 Normal S-05001802/PPH4(2) 16/01/2019 19/01/2018 

 Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan  

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa daftar pembayaran dan pelaporan pada 

tahun 2018 telah terjadi telat pembayaran dan pelaporan yang telah melewati 

jangka waktu yamg ditentukan. 
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f. Analisis Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan  

Berikut adalah jangka waktu peneytoran dan pelaporan pada Perum 

Perumnas Regional I Medan. 

 

TABEL IV.6 

Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan 

Pelaporan Tahun 2018 

Masa Pajak Jumlah 

Pembayaran 

Tanggal 

Pembayaran 

Tanggal 

Laporan 

Keterangan 

Jan-2018 - - 20/02/2018 Tepat waktu 

Feb-2018 216.621.714 14/03/2018 15/03.2018 Terlambat 

Setor 

Mar-2018 101.977.611 16/04/2018 17/04/2018 Terlambat 

Setor 

Apr-2018 174.300.188 14/05/2018 18/05/2018 Terlambat 

Setor 

Mei-2018 80.107.611 26/07/2018 26/06/2018 Terlambat 

Setor dan 

Lapor 

Jun-2018 59.800.452 17/07/2018 23/07/2018 Terlambat 

Setor dan 

Lapor 

Jul-2018 200.257.427 20/08/2018 20/08/2018 Terlambat 

Setor 

Aug-2018 39.542.505 11/09/2018 13/09/2018 Terlambat 

Setor 

Sept-2018 128.878.547 17/10/2018 19/10/2018 Terlambat 

Setor 

Okt-2018 - - 20/11/2017 Tepat Waktu 

Nov-2018 243.235.152 20/12/2018 20/12/2018 Terlaambat 

Setor 

Des-2018 385.383.040 16/01/2019 19/01/2018 Terlambat 

Setor 

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan 
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g. Data Perhitungan Sanksi Perbulan 

Berikut adalah data perhitngan sanksi perbulan di Perum Perumnas 

Regional I Medan. 

TABEL IV.7 

Perhitungan Sanksi Administrasi 

 Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Perum Perumnas Regional I Medan 

adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan/pemotongan Pajak Penghasilan 

Final pada tahun 2018 dibulan februari, april, juli, dan september. Dapat dilihat 

dari rincian tabel perhitungan/pemotongan PPh Final tahun 2018 pada hasil 

penelitian, dan perushaan terdapat ketelambatan dalam penyetoran dan 

pelaporan pajak. Terdapat beberapa masa pajak yang tidak tepat waktu dalam 

melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat dari tanggal 

penyetoran dan pelaporan pada tabel IV.6 Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak tahun 2018. 

Masa Pajak 
Jumlah 

Pembayaran 
Bunga Denda Jumlah 

Jan-18 - - - - 

Feb-18 216.621.714 4.332.434 - 4.332.434 

Mar-18 101.977.611 2.039.552 - 2.039.552 

Apr-18 174.300.188 3.486.004 - 3.486.004 

Mei-18 80.107.611 1.602.152 100.000 1.702.152 

Jun-18 59.800.452 1.196.009 100.000 1.396.009 

Jul-18 200.257.427 4.005.149 - 4.005.149 

Agu-18 39.542.505 790.850 - 790.850 

Sep-18 128.878.547 2.577.571 - 2.577.571 

Okt-18 - - - - 

Nov-18 243.235.152 4.864.703 - 4.864.703 

Des-18 390.373.039 7.807.461 - 7.807.461 

Jumlah 1.635.094.246 32.701.885 200.000 33.001.885 
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1. Perhitungan/Pemotongan Pajak Penghasilan Final atas Jasa 

Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Perum Perumnas Regional I 

Medan masi  adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan/pemotongan 

terhadap pajak penghasilan final ditahun 2018 yang dapat dilihat dari tabel 

IV 1. Dimana dalam kurun satu tahun masa pajak bulan Februari, April, 

Juli, dan Septemeber tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

No. 51 Tahaun 2009 atas Jasa konstruksi seharusnya dipotong sebesar 3% 

dari nilai objek pajak. Namun Perumnas mengenakan tarif kurang dari 3% 

dari nilai objek pajak, data yang diperoleh dari Perumnas diketahui bahwa 

perumnas telah melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 

jasa konstruksi yang dilakukan oleh Mitra Perusahaan. Jumlah PPh final 

pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong Perumnas sebesar Rp. 1.635.094.246 

bisa dilihat pada rincian yang terdapat dalam tebal IV.1 

Berdasarkan rincian data pada tabel IV.2 diketahui bahwa Perumnas 

telah melakukan kesalahan dalam perhitungan/pemotongan pajak pada 

tahun 2018 pada masa pajak februari, april, juli, dan september  ada 6 

(enam) transaksi tersebut nilai PPh final pasal 4 ayat (2) telah melakukan 

pemotongan sebesar 2% yang dimana menurut undang-undang yang 

berlaku yaitu 3% dari nilai objek pajak, sehingga terjadinya selisih kurang 

bayar yang dimana seharusnya Perum Perumnas Regional I Medan  

melakukan pemotongan sebesar Rp 58.770.101,- (dapat dilihat rincian 

tabel IV.3), Sementara nilai PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong 

Perumnas sebesar Rp39.180.067,- (dapat dilihat rincian tabel IV.2), maka 
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terdapat selisih yang kurang dipotong sebesar Rp19.590.034,- (Rincian 

selisih tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4). 

Berdasarkan rincian tabel IV.4 Penulis memperoleh penjelasan dari 

pihak Perumnas melalui wawancara terkait adanya kesalahan/kekeliruan 

dalam memotong PPh final pasal 4 ayat (2) tersebut. Menurut pihak 

Perumnas kesalahan tersebut terjadi karena human error  atau terjadinya 

mutasi dilingkungan kerja. Biasanya pemotongan dengan pemotongan tarif 

2% dilakukan karena adanya transaksi jasa selain jasa konstruksi 

Kemudian Perum Perumnas Regional I Medan membuat daftar bukti 

pemotongan dan mengisi sesuai yang diterapakan oleh Dirjen Pajak, 

kemudian lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak yang dipotong. 

 

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) 

atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan 

a. Penyetoran  

Berdasarkan hasi penelitian menurut penulis penyetoran PPh final 

yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan belum sesuai 

dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan 

terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran 

yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan 

berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya jasa konstruksi 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

Mekanisme tata cara penyetoran yang dilaksanakan Perum 

Perumnas Regional I Medan yang telah dijelaskan di hasil penelitian 

telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi 
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berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyetoran PPh final pasal 4 

ayat (2) pada tahun 2018 perusahaan masih tidak patuh pada Undang-

Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

dimana PPh final pasal 4 ayat (2) harus disetor selambat-lambatnya 

tanggal 10 di bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).  

Sedangkan di perusahaan pada Tahun 2018 terdapat beberapa 

keterlambatan penyetoran masa pajak PPh final pada bulan Februari, 

Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan 

Desmber pada Tahun 2018. (dapat dilihat pada rincian tabel IV.6).  

Dikenai Sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran PPh 

final pasal 4 ayat (2) adalah bunga sebesar 2% (dapat dilihat pada 

rincian tabel IV.7), perusahaan belum menerima Surat Tagihan Pajak 

(STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan 

pembayaran denda tersebut.  

b. Pelaporan  

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh final 

yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional I Medan belum sesuai 

dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perushaan 

terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan yang 

seharusnya di lakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat- lambatnya 

tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutangnya jasa konstruksi dengan 

menggunakan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2).  
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Mekanisme tata cara pelaporan yang dilaksanakan oleh Perum 

Perumnas Regional I Medan telah dijelaskan di hasil penelitian telah 

sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Tatapi berdasarkan 

hasil penelitian dalam hal pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) pada 

Tahun 2018 perusahaan masih tidak payuh pada Undang-Undang 

Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana PPh 

final harus dilaporkan selambat-lambatnya Tanggal 20 bulan 

berikutnya setelah terutangnya jasa konsruksi dengan menggunakan 

SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2). 

Sedangkan di Perumnas Regional I Medan pada tahun 2018 

terdapat beberapa keterlambatan pelaporan  masa pajak PPh final pada 

bulan Mei dan Juni pada Tahun 2018 (dapat dilihat pada rincian tabel 

IV.6) 

keterlambatan melaporkan SPT PPh final pasal 4 ayat (2) akan dikenai 

sanksi administrasi berupa denda, hal ini diatur dalam Pasal 7 UU 

KUP, yaitu sebagai berikut: ‘’Apabila Surat Pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (3) atau batas waktu perpanjang penyampaian Surat 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu 

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, 

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), untuk Surat Pemberitahuan Masa 

Lainnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebesar 
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Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi’’ dapat dilihat pada 

rincian tabel IV.7). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh 

Final kepada mitra (supplier) sebagai salah satu dari kewajiban 

perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban 

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh final pada Perum Perumnas Regional 

I Medan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal final 

pasal 4 ayat (2) yang diterapkan Perum Perumnas Regional I Medan 

sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan 

pemerintah No. 51 Tahun 2008 dengan menggunakan tarif 

pemotongan ketentuan Perpajakan yang ada.  

2. Mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 

ayat (2) yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan tahun 

2018 masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

yaitu Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

3. Kesalahan pemotongan, keterlamabatan penyetoran dan pelaporan 

mengakibatkan perusahaan adanya sanksi administrasi 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau 

rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak- pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Perum 

Perumnas regional I Medan terdapat beberapa hal yang menjadi 

hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final 

Pasal 4 ayat (2)  atas Jasa Konstruksi, penulis menyarakan kepada 

Perum Perumnas Regional I Medan sebaiknya membuat list pengenaan 

tarif pajak untuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang akan 

dipotong pajak penghasilannya agar tidak ada kesalahan dalam 

penerapan tarif tersebut sesuai dengan kualifikasi usaha yang akan 

dipotong. 

2. Perum Perumnas Regional I Medan harus tepat waktu dalam 

melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas 

jasa konstruksi dan melaporkannya dalam SPT Masa sebelum lewat 

batas penyetoran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Sehingga kemudian hari tidak terjadi 

sanksi administratif perpajakan. 

3. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang 

berlaku dan memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan 

perpajakan yang terbaru, untuk memastikan semua staf keuangan dan 

perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan- peraturan 

perpajakan 
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